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Abstrak
Undang-undang Nonor 23 Tahun 2004 tentng Penghapusan K€k€rasan dalam Rumah
Tangga Gelanjuinya disirgkat dengan UUPK-DRT) yang disahkan pada 22 Sepi€mber
2004 dalan konsiderannya menyebutkn bahwa segala tindak kekensan dalan rumah
langga nerupakan ke.jahatan rerhadap ma.tabat kemanusiaan, oleh karenanya segala
bentuk kekerasrn yang terjad;di dalamnyahendak ya segera dilaporkan kepada aparal
penegak hukum agar hal ersebut dapat segera diproses scsuai dengan ketentuan
sebagaimanayang tersirat di dalam undang lndang. Permasalairn dalam penelitian ini
adalah bagainana fungsi ristm et rcpertun dalam sistem peradilan pidana di Negara
lndonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan ormatif yang
dilaklkan dengannempelajaridata sekunderdensan cara mengkaji perat,rran perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku. atau literatur dan karya ilmiah
lannya.
Berdasarlan hasil penelitiar diketahui bahrva fungsl\'isxn et rcpertun adalah sebagai
alat bukti yang sah. baik sebagai bukti keierangan surat, naupun keterangan ahli yang
dapal nembuktikan bahwa lelah terjadi suatu perbuatan ierhadap seseorang yang
trerdampak terhadap fisiknya yang nerupakan suatu peristiwa pidana sehnlgga dapal
menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang lerdakwa
dalan pfoses persidangan.
Kata Kunci: perlr/klian, \:i-tun et repertuul
I. PENDAHILUAN
Perbualan kekemsan dalam runah tangga perlu dilrininalisasikan karena secara
substansi tclah melarrggl:rr hak-hak ciasar atau lirnd.anental yarg hams dipenuhi negara
scpcrti tcrcantun'l dalam Pasal 28 Amandenen LJI JD 19,15, l-l dang-undang Nomor
7l ahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan scgala Bcntuk
Diskriminasi terhadap Wanlta (Convenrio t)i the Elimination ofAll Forms o/
Discrimination Againsts Wotnen), dan tJndang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang PedindurganAnak.
Pada masa sekarang ini. ketika mendengar atau mel1yebutkan kata Pekerja
Rumah Tangga (PRI), citra yang timbul di masyarakal adalah sesosok seorang
perempuan vang beker.ja didapur, sumur, dan rumah tanggaorang lain. Sehingga
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der1gan anggapan mesy uakat tarsebut, PRI sering discbut scbagai Pcmbantll. ) ang
tadinya pekerjaann-'-a h nyalah melnbantu majikar dalarl ntcrrgcrjakan lekcfaan
lumah dan pada akhinye selurrrh pckcrjaan bcraliir dikerjalian oleh i']lil'. lailahal
pada dasal nya PRT lncmiliki kemampuan lerbalas karer'n PRT han-r'iiiah manusia
biasa ]ang tidak luput dari kesalalun. lvte.ekajuga mcmiliki hak-hak ! ang harus
diperuli untuk memenuli kelangsungan hidupnya.
Pcmbantu mmah tangga dalam menjalankan pekedaannya tidak.jarang
ditemukan kckcrasan yang dilakukan oleh majikan, telapi masyarakat sclalu
menganggap bahwa masalah kekeiasan dalam rumah tangga adalah urusan sualr -
istri yang bcrsangkutan yang harus diselesaikan oleh mercka berdua.juga turut
menghambat proses perlindung:ur terhadap perempuan dan arak.
Kekerasan dalan rumah targga (KDRT) merupakan pemasalahan yang telah
mengzLk.u sangat dalam d?l,] telahteiadidi seluruh negara dunia. Berbagai peristi$a
kckcrasan dalam r-runah ir,'rgga (K DRI) telal1 merunjukkal ballva negara telah gagal
untuk mcnlbcri pcrhatian terhadap kelulial'r pam korban KDIII khususnl a perc1npuau1.
UU Nomor 2S tahun 200,l tentang Pengliapusan Kekcrasandalam liumahTangga
(sela iutnya djsiigket dcngan L]UPKDRf) y amg disahkal pada 22 Septen1ber 200:1
menycburkan dalanr ko nsiderann,v- a bahrva scgalatindak kekcrasan dalam nntalt
t rgga mcrupaliful krjillutan lerhadap mafiabat kemanusiaan- oleh karenaDya scgala
bentuk kekerasan ] rng terjadi di dalamnya hendaknla segera dilaporkan kepada
apzlrat penegi .ht .um agarlr.iltersebut dapat segera diproscs csuaidcrtgan ketcnlLltut
sebagaimzura yiurg ler'suat di daiiun Lrndang urdang.
II.  MBTODOLOGI PENBLITIAN
l lntuk memeca|kan masalah yang diteliti. pendckatan ma''alah 1';r,rg digunalian
adalah pcndekalan nonr,tatiiyaitu suatu peidekaian yang dilakukan dengan cara
rnempelaiai data sekunderberupa kaidah-kaidah, pendckatan normatifdilakukan
dengan cara mengkaji peraturan pcrundang-undangankhLlsusn!a Undang-utd:urg
Nomor23 Tahun 200,1tentang PKDRi. buku-Lruku atau lileralu dankarya ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan masalah. Pcndekatan empiris dilakukan sebagai baham
pcnunj iurg urtuk kelcngkap:ur data dalam melakukan analisis data ]lonnatif.
III. IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pcngerlian dan Jcnis-jenisAlat Bukfi dalam Perkara Pidana
3.1. t. I'engeftian,4.laf Ilukti dalam Perkara I'idana
Alai bLrkti merupakrn segala sesuatu yang ada hubunga 'lya dcngan suatu
pelbuati[ di miura der]gan alat-alat bukti tersebut. dapat dipergu,lakan scbagai ba,hrm
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peDrbuklian gura nrenimbulkai keyakinan ha.ldm atas kcbcnararl adanya suatu tindali
pidana yang telah dilaLukan oleh terdatwa (llari Sasangka. 2003:1 1).
Menurut kamus hukum. alat buktiadalah apa sajayang menurut Undang-
undang dapat dipakaiuntuk membuktikan sesuatu. maksudnya segala sesuatu yang
menunit Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya
tuduhan atau gugatan (Sruna$ono, 2005 :6 50).
Menurut Pasal l 34 Ayat (l) KUHAP. alat buktiyal1g sah adalah:
a. Keterangan Saksi;
b. Ketemnsanal i:
Surat;
Petunjuk:
c.
d.
e. Keteranganterdakwa-
Memm Van Bemmelen. alat bukli adalah untuk memberikan kepastian yang
layal menurut akal (l crlel4,t) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh
terjadi apa sebabnva demikian halnya (Moeljatno, 2000:l l)
Mengcnai pembuktian dalam l1lkunr acara pidana tentunya tidak dapat dipisahkan
dari ketentuan mengenai a.lat bulli dan bararu bukti yeng ada dalam KL[ldP, mcngingat
alat buklidan barang bukti menjadi dasar dalarn memutus pcrkanpidaia.
Berdasarkan kctentuan Pasal 183 KUHAP bahwa liakim tidak bolch
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sckurang-kurangnya
dua aLat bukti yang sah ia memperoleh keyatriinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dengan demikian. hukum acara pidana Indonesia secara tegas memberikan
legalitas bahu'a di samping berdasarkan uDsur keyakinan hakim. pembuktian dengan
sekurang-kr.rangnya dua alat bulti yang sah adalah sangat diperlukan utuk mendukung
ursur kesalahan dalam hukum pidana- guna menentukan seseorang benar-berw terbukti
melalukan tindak pidana atau tidak.
3.1.2. J€nis-ienisAlat Bukti dalam Perkara Pidana
Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi.
keterangan aNi. surat. petunjuk. dan keterangan terdaku'a. Jelaslalr bahwa di dalam
KUHAP tidak dikenal istll^l\visurn el repe ut?, tetapi dalam prakek peradilan yan-e
menyangkut tindak pidana terhadap tubuh manusia yang menimbuikan akibat luka,
gangguan kesehatan atau matinya seseorang. fisum el repefl m dijadikan sebagai
alat buki.
l. Keterd gan Saksi
Menurut Pasal I Butir (26) KUHAP yang dirnaksud dengan saksi adalah orang
yang dapat membeikan keterangan guna kepentingan penyidikan. penuntutan. dan
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peradilan tentarg sualu pcrkarapidana yalng ia dcngar sendiri. ia lihat scndiri. dan ia
alamisendiri.
Pengertian kclcrangar salisi] ang tercanturn dalam Pasal I Bulir(27) Kt-:llAP
menyatakan ba.ll\\'a ketcranga,r saksi adalal salah satu alat buliti dalam perkara pidana
yarg berupa kctcrarlgan daji saksi nengenai suatuperistilva pid.un yang iadengar
sendiri. ia lilrat s€ndiri. dlur ia alami scndiri dengan menyebut a-l.Lsan dari p€nget r,\u.ennya
itu
Dcnsandrll]ikiln uitlLk nlenjadisaksi hnnrs nlengetahui secara langsun{ slratu
perbuatan pidare \ang tcrjadi. Kesaksian,vang didengar darioreng lain disebut
teiinlaniutn rlc aaditrr- bukan merLlpakan kctetangan saksi. L]agi1u puia ! ang
lercantunr dalam I)asal 1 8 5 A) al ( j ) KUl {AP vailu baik pcndeflt ntaulllrn rckinn.
l ang diperoleh clari hasilpemikirar saja- bukanntenlpaliall kctc(utgan sxl,si.
lvlenurut Pasal 168 KUHAP orang-orang ]ang l iJxk r lepat cl idcnler
keleralrannr a dan dapet mcncundurlian dii sebagai sak si I a it u:
^. Kcluarla scdrrrh tliru sLr))cnda dalam garis lufus kc. atas ittau kc Lrau eh sarnpai
deraiel kctiga d:lri 1cr dekrrr alaLr  rng bersarna-sanlI sctrtgiri tcrLlilk\va
b. SaLrtla|a dari 1cr'LirrL\\il a au van{ bersanla-sanla scbagiLi t(.ldrk\\'e. saudara ibu
arru seLrdaru L):L|ilI. i0ga r crckr r'lnr rnempLnyai huL)ungan Lirfcuit |crhrvi|:ur da
anak-:nal :iuuder r tcr (Llli\\'l sa Uai dcraiat ketiga.
.-Sutunialxui!1!( i t .rdirkslLmcskipLursudahbcrcerl iatrr| \ iurghcFiul lrvunlscblrrai
retoali\\'a.
Dalanr mcl]r htr il. l Lr r Lctcr a gan. saksi sebellunl Na h:rru: nrcn,:rrclpken sillp:t r
Itrlebil ddrLrlLr. I'cruLr.'llpur sLLnlrlrh terhaclap salsi*-begi \\ iijilt nilrtli i.lrrlalt l-.roscr
fertJrl iur pida)u \.LrU.r irrrna diatur delam Pasal l6r) \  rt  ( I  ) Kl l l  l . \ l )  r rng b:r isi:
' 'SebeLLunnrcrrr l)rr ikrlcrungut.saksirraj ibmencuca|k tsult\) i  t  elarr jr t j int.-uunLt
cara a!i1nr:r1)\ i l  rr i l l ' i rr l-musing. tr lhrra ia akan nrar]]hcrik: l  kcLrf lrnqrn Va !
>ebcnlLr\rdirr l i , l iLi, l ,r  ( l .x i f l i ! iu \ iuls sebemnt\l : i  \ lur:rr l , iLr:1L:it .rrI l l :r l .r : : l
) l x rgs . l l r r : r r r r , , i . r kLL r lL r l . r l i ' L rmp lJ r . rna l tascsua ideng iLnJ ) l r : l r !  I 6 i  \ r r r t l l ) l i i l l r - i
maka pcr r ruik s.u rr li r lr rlul)n) it lciap dilahkaD. scJilDg ill (l!| [un \rLr irr fi]l. titputl
hal inr kttLlr sidirnl,L\.al dikclakan sandcra di lernpil  (uluh luhullrrr rcglu lr pul ing
Iafla cnrpat beias hai.
Kclcra g:Lrr slksi suja saja tidak cukup untuk rrcrnhlrktilarr bilhrva tcrdakwx
bcrsdah lerhadap erbLratur)ang dilakul<atl kepad:urya. kccualidiscltiridcn{rn suanl
alatIIfitivurg snh llirurla Dari kctcrangzur tersebul (liatus sc-.uiti llc r rlrr r tv-us -vailu
rrrr lr a. ' \ / jr  i?ul ir/ . \  / f \ / i i  y ang mempuDl ai art i  kesalsiau l ang Lrcrcl ir i  :errdir i  , t leh
seoi rg sri .si: l . t .r i ,Lrkirr rncruprkur buktidengtui kalr lai l t  : ixlLr : ,al\ i  i l i r irgrap L.Lrkur
saksi. Scbab kelLrrl i lu ircnrbuktian satu kesaksian ! idak i lan) a tcrganlun! lepada
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kepercayaan pada seorang saksi sajatetapijuga hubungan dan persesuaian dati
kesalsian yang bersangkuun dengai keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak
lain
Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran
keterangan seorang saki, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperiatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan satsi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi tmtuk memberi keteranga[ yang
tertentu:
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengamhi tidaknya keterangan itu dip€rcaya.
Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim tidak wajib
mempercayai ketera.rlgan saksi, akan tetapi hakim harus mempenimbangkan semua
faktor yang berhuburgan dengafl keterangan saksi tersebut.
2. Keletu gan Ahli
Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal I Butir(28)
Kl,lHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yalg
memiliki keahlian tdu:sus tentang hal yang diperlukan untuk membuat erang suanr
perkara pidana guna kep€ltingan pemedksaan.
Keterangan dari seoraDg ahli dapat membuat suatu perkara tindak pidam yang
kurangjelas menj adi jelas, misalnya:
a. Seorang dokter dapat diminta keterangannya tentang keadaan orang baik yang
hidup atau meninggal diduga menjadi korban kejahatan pembunuhan' penganiayaan.
perkosaar. dan sebagainya.
b. Untuk men€ari dan menerangkanjejak. Jejak yang ditinggalkan oleh penjahat.
misalnya mengenai sidik jari, makadiperlukan perneriksaan seorarrgalllt dactlos kopi'
c. Untuk mengetahui kejelasai dari suatu kejadian yang terekam dalan suatu media
audio dan/atau visual diperlukan keterdngan s€orang ahli telematika.
d. Untuk mengetahui keaslian dari suatu tulisan atau tanda tangan seseorang diperlukan
pemerilcaan seorang ahli tulisan.
Di dalam Pasal I86 KTMAP disebu&an bahwa keterangan alrli ialah apa yang
seorangal i nyatakan di sidang pengadilan Jadi jelaslahbahwa menurut Pasal te6ebur
keteranganyang diberikan seonng al i tersebut merupakan keterangan secara lisarL
Sedangkan keterangan attli yang merupakan keterangan tertulis yang dikelua*an oleh
seorang ahli medis atau dolder disebut ti"tum e t repertum.
Wsum efteperum disingkat (veD adalah ket€rangan tertulis yang dibuat oleh
dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan mdil'
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terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh
manusi4 berdasarkan keilmuannya dan di ba*€h sumpa[ rmnrk kepentingan peradilan
(Abdul Mun'im ldries,'Ijipto Martono, daiAgung Legowo, 1982:10).
MenuutAbdul Mun'im ldiresfisumet repertut adalah suatu lapomn tertulis
dari seomng dokter yang telah disumpah, apa yang telah dilihat dan diketemukan
barang bukti yang diperikanya serta memuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan
tersebut $u|a kepetingan pemerikaan sidang (Abdul Mun'im tdries,'llipto Martono,
dadAgung Legowo, 1982: l3)-
Dengan demikian dapat dianalisis bahwa yang dimaksud engan vrstrrn et
repernmulaJahswatketeranganal i kedokeran yang dibuat atas permintaan penyidik
berwenang secara tertulis oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan terhadap tubuh
manusia tau mayat temasuk di dalamnya kesimpulan tentang apa yang dilihat dan
diketemukan berdasarkan keilmuarnya di bawah sumpah untuk keperluan proses
Peradila[
3. Surat
Berdasarkan Pasal 187 KUIIAP, Swat sebagaimana tersebut pada Pasal 184
ayat ( 1 ) huuf(c), dibuat atas $mpahjabatan atau dikuatkan dengan sunpah, adalah:
a- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pej abat umum yang
ben-venang atau yang dibuat di hadapanny4 yang memuat ketemngan tentang kejadian
atau kcadaan yang didengar, dililut atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yallg jelas dan tegas tentang keterangan itu,
b. Surat yang dibuat menu tt ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang tennasuli dalam tata laksana yaig menjadi
tanggungjawabnya ng diperuhrlkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan;
c. Sumt keterangan dari seomng ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya
mengenai sesuafu hal atau sesuafu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. Surar lain yang hanya dapat berlakujika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.
Surat sebagai alal buki dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, surat
keterangan dari seorangahli(ris met repertlrz). Petunjuk merupakan alat bukti
yang dapat diperoleh dari keterangan saksi. suat, dan keterangan terdakwa.
Ketentuan duapasal tersebutdi atas, dapatdianalisis bahwasannya vriarz er
,-epel'lrm termasuk ke dalarn alat bukti surat berda-sarkan Pasal I 84 ayat ( I ) KUHAP
huruf(c). serta mempakan surat keterangai dai seorang al i yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yarg diminta
secara resmi dari padanya berdasarkan Pasal lSThuruf(c) KUHAP
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa visum et repertum rnen)paka
suatu alat bukti yang termasuk e dalam alat bukti surat dan keterangan ahli.
4. Petunjuk
Pengertian umlrn alat bukti petrurjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat ( 1) KUIiAP
bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
penesuaianny4 baikan ra yang satu dengan yang lairq mauptm dengan tindak pidam
itu sendiri, meDandalGn bahwa telah terj adi suatu tindak pidam dan siapa pelakunya.
Kekuatan buktipetunjuk sesuaidengan Pasal 188 Ayat(3) KUHAPbahwa
penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalarn setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh hakim dengan ariflagi bij akana setelah ia mengadakan pemeriksaan
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Dengan kemaj uan teknologi, tape recordeq video. fotografi dapat digunakan
sebagai petunjuk sepanjarg hal itu ada persesuaian tara perbuatan, kejadian, atau
keadaan satu sama lain atau dengan perbualan kej adian yalg didakwakan itu sendiri.
menandakai bahwa telah terj adi suatu tindak pidam dan siapa pelakunya.
Memfut pendapat I Ketut Murtika dan Dj ok o Prakoso. bahwa alaFalat bukti
seperti tape recorder. video, dan fotografi dapat dipergunakan sebagai alat bukti
petunj uk, atan tetapi hal ini tidak terlepas dari kebij aksanaan hal<im membolehkan
atau tidak membolehkan laFalat bam te$ebut dipakai sebagai lat bukti petunjuk
(Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992:45).
5. Keterangan Terdakwa
Ketentuan mcngenai pengertianketerangan terdakwa teridapat dalarn Pasal 189
Ayat (1) KUHAPyang menyatakan bahwa ketemngan terdakwa ialah apa yang
terda-kwa nyatakan di sidang teltang perbuatan yang ia lalmkan atau yang ia ketahui
sendiri atau alami sendiri. Jadi keterangan terdakua yang dikemukakan di muka sidang
dapat menj adi alat bukti.
Menurut Pasal 189Ayat(2) KUHAP keterargan terdakwa yang diberikan di
luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan buhi di sidang. asalkan
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanj ang mengenai hal yang
didakwakan kepadanya.
Dengan memperhatikan bunyi Pasal tersebut, keterangan terdakwa yang
diberikan pada waktu peny idikan di Kepolisian bukan merupakan alat bukti. tetapi
hanya bersifat membantu menemulan alat bukti di Persidangan Kecualijika ketemngai
itu diikuti oleh sLratu alat bukti yang sah sepaijang mengenai hal yang didakwakan
kepada tersangka.
Dalam Pasal I 89 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa
hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa keterangan
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terdzrkwatidak boleh dipcrgunakan sebagai buktiterhadap kau,an terdakwa dalam
perkara yang sarna. Selanjutnya dala.'n Pasal 189 Ayat (4) KU}LA.P bahwa keterangan
lerdakwa saja tidak cukup untuli membukilan bahwa ia benalah melakuka.n perbuatan
yang didakwakan kepadanya. melainkan ha,-us disertai dengan alat buliriyang lain.
3.2. F lagsi r'it un et reperttrnl Dalam Peradilan Pidana
nsum et repertun adalah scbagai salah salu alat bukiyang sahyang diatur
dalam KUHAP maupur dalam Lltl PKDRf. sehingga begitu penringnya bagi penyidik
sejak awalmenjadi prioritas penting dalam kegiatan penyidikan y:urg sudahterikat
dalam upaya pengumpulan pembuktian untuk mcmbuat temng tindak pidana yang
terj adi. Apabila penyidik sudah melakulan upaya palis4 miMlnya pcndnnan terhadap
orang yang disalgka pelaku. maka tindakan penyidik tersebut harus d idasarkan pada
bukti) ang cukup. Meskipun kegiatanupaya pcmbuktian yang paling pcnting dan
menenlukan I'ada tingkat pcmeriksaan di sidarg pcngadilar" namun upaya 1o-Dgumpulan
saranl pembuldiai terscbut beryrral dan bcrlimgsi scmcnj a]i penyidik mulaj melakukan
tindalzur pcnyidikarl sehingga apabila pej abat pcny idik dalan melakuk.u] penyidikan
kuriurg nrcmahtuniatau mcmperhatikan ketenlutn vang berkaitan mcngenai l'u,'lgsi
pembLrktiar makatindakzur pcrrr idikan alan dikl1elvatirkan lnengalan1i kegagalan.
karena penvidikan mcrupakan kegiatan pcndahuluan dari proses prnuntutan dan
su5unan di awaatl maupun tunlutaljaksa pctrunlut umum sangat l)eruanlung pada
k.-bcrhasilan dan kese purnaan t indaklu pcnyidik terutatna drhln upa]a
mcn!lumllulkiur sarana pcrnbuklianyane aka0 digrlar olelijaksa pcnLnttut umum di
pcrsid;urgan.
I )cnean perkatam liLin. keberha-silan Kcnolisian sejak awal scl:rku penl idik
alar mcndukulc kcberkltilan peiuntuten dan kcbcrhasilan tindalat pcnuntuLan aku
m eu! has ilkan putusan Fengadilar I ang adil dan I I i r. r ang didarubalun lara pencaii
k(-:lJil.in lllLr susnva barj korban kekerasar dalant rurn:Lhtalgga.
I)alam sistcrn pelldi lan pidana dengan pcndckatan dxclr i).  c.1.\ r lau cri,?e
(r7lnl ndel.risunt 4 /1,/)i,r1r./r,? merupaki r inslnuncn pcnting Lurtuk nternbuktikan
kebcxu:m ftktual v:urg lrrkaitan dengan suahr kasLrs ti.1ak pidlna tertc tu. khususl]ta
kasus tintlak pidana dcngan kckcrasan. Pcndckatixt !.uridis tetang lYl!unt.r tepertuDl
didelarn pcratuan Denurdene-undanlan pidala di Indonesia menunjLL(kn bahu a-
tcrdrrpirt masalah mendilsar men!enai kedudLtkan |ivr7? dimaksud sebeueisalah satu
\\.uiud darj keleranean xhli atlu saksi (dokter) alrli.
Kcdudukan kctcrixrqm ahli(anta? lajrl daldrl bentuli sebuah u.ern.f /q7.r1?.1r?)
drrl;ur pcradilan pidena di Indoncsia mengacu kcpitdx kctentuan yan{ dirrrtrat di dalam
Pasel I 79: I'asal 180r l,isxl I 8:l ryat ( I ) sub l'r: I)asal I li6t P,6al I 137 bulir c t lndang-
Lrudenq i\on1or 8 td ur I( l8l tcnrang Hukunt Acar:r Pidana.
i : 1 . ,  I t R  r \  1 1  1 H t  ^ a  v  t  , i t t t ! ,  :  \ , . , t . r  :  t r t ,  :  ) ' t \
IJi /rl yang berarti apa yang diketemukan dan apa yang dilihatyang hanya
dapat dibuat dan menjadi tugas utama doktcr dalam membantu penyidikan bagi
kepent ingan pcradilan dal:rm perkara pidana yal g entara lain I indal kekerasar dalam
rumah tangga yang digolongkan dalam kategori pidana. maka semua kctentuan
hukumul a scpu,jang tidali diatur secara tegas dalam UU PKDRT tetap mengacu
pada kctcntuan Undiurg-undang Nomor tl Tahun 1 98 I tentang Hulum Acara Pidana
sebae:rimana dinyalakan dalam l)asal 54 Undang-undang Nomor 2l Tahun 2004
) rng rnenlebutkan: Penyidikan, penunlutandtur pemcriks:un disidang pengadilan
Ll ilal<surakan menunrt ketenl uan hukurn aca,'a pi(la,ra \, iurg berlaku. kccuali d itcntuliiur
lain dalam Und:r,rg-undang ini '-
llcrkcnaar dcneao halterscbut lclalslah bahwu perlninlaan dan pcmbuatan
t i.\ntl tt reptrtun l\arus nrengacLl pada KUI IAP ) ang secara tegas mcnvatakan
permintaan penyidik kepada doklcr sehirgga perandoktcr lebih bersifat pzLsif s€telah
edan) a pcmintaan lcrtulis dari pilnk penyidik.
Pcrmintaan kcterarlgan ahli scbagaimana dimal.isud dalam Pasal I 3 3 KUHAI
dilakLrkan secara tertul is dengan menggunakan FormulirSerse(A.9.01:A9.02.
A.9.0i). dirnana dalam surat itu ditegaskan untuk pcme ksaai lukapada korban
kckerasan pcrempuan atau pemeriksaan rnayat dan rtaubcdah mayat)ang mana
atas pc mintaan peny idik ini dokter akan membcrikan keteranga.lr kca.ltliannya dalam
kntuk laporan lertulis mengcnai h:Lsilpemcrilsitan ],ang dibmt atas keklatan sumfa.h
.jabalarrnla yiurg dikcnal dcrgar, visnn tt repertum. Fungst \.itutn et repertumyang
dibual olehdokterahli ini lujuannya lidak lainadalah untrl membantu penyidikan
rgar suatu pcrkara pidana menjadi jelas dan hanva berguna brgi kcpentingan
pemeriksa:ur dan untuk k€adilan scrta diperuntukkan bagikcpentingan pcradilan di
mana lusil yr.r&r? l rcpelll/r/] tersebut nantinya dilampirkan dalam betkas petkara.
sclanjutnva dalam sidang|isum ct rcpcrtum dibacakan sebagai ganti pemeriksaan
barang buki oleh hakim.
r\pabila dilihat kedudulin dan fungsi rit z c/ rererlroz dari aspek yuridis
sebagai alat bukli Pro Justiciaynng dilarnpirkan dalam bcrk as pc rkara dan apabila
kclengliapai sebagai alat buki itu belum lcngkap, kclcngkapannya masih dapat dibuat
atau disusulk n kemldiaJl sedangkn apabiladihubungkzur dengankeadaan sebcrnmya
menurut kenyataan sifat |isum et reperhnn te$cbut bcrkaitan dengzur kondisireaiita
yangterjadisaat i u. keadaankondisi luka. atau mayat kotban saat itu-
Scmu.a keadarn tersebut didasarkan atas kondisi buki h idup. ma),at alaujerL?rh
atau buktitisikatau barzurg bukti lain yang dipcriksa sesuaimenurut kenyataannya.
Berkcnaan dcngan uraian di atas balwa fung si r'i.tun et rcpertum pada Undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belumlah maksimal karena dalam
Undang-undang PKDRI tidak me[gatur secara rinci tentang pembuatan dan proses
risum el reperlufi te:.sebut, semua diserahkal sesuai dengan konsep hukum acara
pidana sehingga tedadi keterlambatan penanganan perkara bagi korbarl kekerasan
dalam runah taigga yang pada alhimya menemgratkan korban kekemsan dalam nunah
tangga menj adi korban sistem untr* kedua kali.
IV. PENUTUP
Fungsi visum et reperrl,r adalah sebagai alat bukti yang sah baik sebagai
bukti keterangan surat maupur keteralgan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah
terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap lisiknya yang
metupakan suatu peristiwa pidana, di mana tidak ada yang melihat kej adiarurya dan
vis tn et lepeltum men)pakan hal yang mutlak sebagai pengganti bukti yang telah
diperiksa berdasarkan kenyataan. karena sangat membantu untuk menenh:kan dan
membuat suatu kesimpulai bersalah atau tidaknya seorang terdakrva dalam proses
persidangan
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